
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR /6 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan 

berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal 

kepada pelaku usaha di daerah sesuai dengan kebijakan 

dalam pengelolaan keuangan daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (9) Peraturan 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan dalam 

memberikan insentif fiskal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

3. Undang-Undang . . .  



3. Undang-Undang Nomor 2 1  Tahun 2022 tentang Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6810); 

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Nomor 0131 ) ;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF 

FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan 

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi 

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat­ 

alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 

melekat secara permanen. 

5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB 

adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat 

Berat. 

Pasal 2 

(1) Memberikan insentif berupa pengurangan pokok PBBKB sebesar 50% (lima 

puluh persen). 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  tidak berlaku 

terhadap pokok PBBKB untuk bahan bakar kendaraan bermotor umum. 



Pasal 3 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal 4at 2024 

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

AYODHIA G. L. KALAKE 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 2024 
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